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ABSTRAK

Lahirnya Undang Undang No.11 Tahun 2006 telah membuka jalan bagi
Aceh untuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat Aceh.
Pasal 1 angka (17) UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa
Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu
masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Untuk memperkuat
keberadaan Lembaga Wali Nanggroe tersebut, maka Pemerintah Provinsi Aceh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membentuk Qanun Wali Nanggroe yang terdiri
dari Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe serta Qanun
Nomor 9 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Lmebaga Wali Nanggroe. Wali Nanggroe yang semula adalah harapan besar bagi
rakyat Aceh ternnyata mengundang banyak kontroversi salah satunya mengenai
kewenangan lembaga ini yang banyak ditentang oleh berbagai kalangan. Oleh
karena itu Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana urgensi dari lembaga Wali
Nanggroe ini.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan
memanfaatkan literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, majalah, maupun sumber
sumber lain yang relevan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan
adalah Yuridis Normatif dengan Siyasah Dusturiyah sebagai grand teori.

Berdasarkan analisa yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa
kewenangan yang dimiliki Wali Nanggroe tentu memiliki urgensitasnya sendiri
dalam hal sebagai lembaga yang memiliki fungsi Yudikatif, Legislatif maupun
Eksekutif terutama bagi pembagunan Aceh. Namun yang menjadi persoalan adalah
dalam pembentukannya belum memenuhi keingingan rakyat Aceh serta belum
sesuai dengan prinsip atau asas dalam pembuatan kebijakan dalam Islam. Sehingga
kehadiran lembaga ini pada akhirnya malah menimbukan gejolak di dalam
masyarakat. Keadaan ini diperparah dengan ketidakmampuan Wali Nanggroe untuk
mengimplementasikan  semua tugas dan wewenangnya yang akhirnya
menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kepentingan dari lembaga ini.

Kata kunci: Qanun, Wali Nanggroe, Siyasah Dusturiyah
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MOTTO

“There’s nothing to be afraid of and absolutely nothing happens by accident

in God’s world”
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PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa
yang lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah adalah
pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indoensia. Transliterasi Arab-Latin yang
dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor” 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
-« Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es (dengan titik
di atas)
z Jim J Je
z ha’ H Ka dan ha
z kha’ Kh De
2 Dal D De




K Zal Z Zet (dengan
titik di atas)
B ra’ R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
g Syin Sy Es dan ye
%) Sad S Es (dengan titik
di bawah)
Ul Dad D De (dengan titik
dibawah)
Lk ta’ T Te (dengan titik
dibawah)
L z&’ Z Zet (dengan
titik dibawah)
& ’ain ’ Koma terbalik
(di atas)
¢ Gain G Ge dan ha
- fa’ F Ef
B Qaf Q Qi




| Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

O Nin N En

E Wawl Y We

N ha’ H Ha

3 Hamzah . Apostrof
¢ ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

1.

J ).a Ditulis Nazzala
u@.\ Ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
Bila dimatikan ditulis h
FAN Ditulis Hikmah
de Ditulis ‘Illah

Xi




(ketentuan ini tidak diperluakan bagi kata-kata Aran yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki
lafal lain.)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h

HAENPS Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bilata’ marbutah hidup aau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis

t atau h.
hallE Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal
..... Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
A Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
S Ditulis Fala
Fathat + ya’ mati Ditulis A
P Ditulis Tansa
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Kasrah + ya’ mati

Ditulis

>

Juadh Ditulis Tafshil
Dammah + wawu mati | Ditulis U
Jsial Ditulis Usal
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
oL 5 Ditulis az-zuhaili
Fathah + wawu mati Ditulis Au
g5 Ditulis ad-daulah

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Rl Ditulis A’antum
gl Ditulis U'iddat
A R Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf qomariyyah ditulis dengan

’,1’7

S

Ditulis

Al-Qur’an

Cpeldl)

Ditulis

Al-Qiyas
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2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

A ditulis As-Sama’
Sl ditulis Asy-
Syams

I.  Penulisan Kata-kata dala Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

U2 gl g ditulis Zawi al-furid
A AT ditulis Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

o o O3 i aimas 24
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. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indoensia dan
terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia, misalnya hadis, lafaz,
shalat zakat, dan sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah dilatinkan
oleh penerbit seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah,
dan sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukuri Soleh dan sebgainya.

. Nama penerbiit di Indoensia yang menggunakan kata Arab misalnya

Mizan Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang didirikan oleh Hasan di Tiro
adalah sebuah gerakan separatis yang bertujuan untuk melepaskan Aceh
dari Negara Kesatuan Indonesia. Hasan di Tiro menyatakan organisasinya
ini sebagai Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatra atau Aceh Sumatra
Nation Liberation Front (ASNLF) ini terus melakukan perlawanan untuk
selama hampir 30 tahun di Bumi Rencong.

Pasca konflik tiga dekade yang memakan ribuan korban dari GAM,
TNI-Polri dan masyarakat, akhirnya, tercapai kesepakatan perdamaian
melalui  Memorendum of Understanding (MoU) di Helsinki antara
Pemerintahan Indoensia dengan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005. Opsi
“pempebasan” yang disepakati bukanlah merdeka, pisah dari RI dan
referendum dan bukan juga self-Government tetapi cenderung otonomi
dalam bingkai kenegaraan Indonesia, meskipun tidak disebutkan secara
eksplisit dalam MoU.

Menurut Edward Aspinall MoU telah menunjukan ragam prinsip-
prinsip yang luas untuk pemerintahan Aceh dan hubungannya dengan
pemerintah Nasional. Prinsip prinsip ini diabadikan dalam dalam Undang-

Undang yang baru meskipun para pihak menghindanri terminologi self-



government dan special autonomy’. Sementara dalam Undang-Undang
No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dijelaskan bahwa
bentuk pemerintahannya adalah otonomi seluas-luasnya (general
competence) sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan paragraf
kesepuluh.?

Terlepas dari kelemahan dan kelebihannya, secara de facto MoU
Helsinki dan UUPA telah menjadi fundamen perdamaiann dan pembebasan
rakyat Aceh dalam menuntut hak-haknya, meskipun tidak merdeka dari RI
namun konteks demokrasi di Aceh tidak akan berubah. Oleh karena itu apa
yang sudah dibangun oleh Hasan Tiro dalam kalangan GAM dikenal dengan
Wali Nanggroe.

Dalam UUPA disebutkan bahwa Wali Nanggroe adalah lembaga
kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian
kehidupan adat dan lingkungan. Kelembagaan ini diperkuat dengan adanya
Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang sudah
direvisi menjadi Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Timbul pro dan kontra mengenai eksistensi Wali Nanggroe dalam
sistem pemerintahan di Aceh. Kewenangan wali nanggroe dalam Qanun

Wali Nanggroe yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang

! BEdward Aspinall, The Helsinki Agreement: A more Promising Basis For Peace in Aceh?,
(Washington, D.C: East-West Center, 2005), him. 44

2 Aboeprijadi Santoso dkk, Hasan Tiro : The Unfinished Story of Aceh, (Banda Aceh:
Bandar Publishing, 2010), him. 38



Nomor 11 Tahun 2006 dianggap telah melampaui Undang-Undang. Wali
nanggroe yang awalnya hanya sebagai lembaga adat namun dalam ganun
terdapat pasal-pasal mengenai kewenangan wali Nanggroe dalam bidang
politik dan pemerintahan seperti yang terdapat dalam pasal 29, 30 dan 31.
Seperti, melakukan kerjasama dengan Lembaga atau badan dalam maupun
luar negeri, membina dan mengawasi Lembaga Lembaga pemerintahan
aceh. Maka secara tidak langsung Lembaga Wali Nanggroe telah
mengambil sebagian tugas, fungsi dan kewenangan lembaga eksekutif dan
legislatif di dalam Pemerintahan Aceh.

Penolakan keras juga datang dari masyarakat Gayo karena
menganggap Wali Nanggroe tidak merepresentasikan Aceh secara
keseluruhan. Pasal pasal yang mengaharuskan Wali Nanggroe dan Lembaga
struktural dibawahnya untuk menguasai bahasa aceh dengan fasih dan baik
serta keturunan Aceh berpotensi memicu konflik suku yang ada di Aceh.

Dalam figih siyasah terdapat objek kajian yang disebut dengan Fiqih
Siyasah Dusturiyah yang membahas permasalahan hubungan antara
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan
kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Karena ruang lingkupnya yang
luas, figih siyasah dusturiyah ini biasanya dibatasi hanya membahas tentang
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan



merupakan realisasi  kemashlahatan manusia serta memenuhi
kebutuhannya.?

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibutuhkan penelitian lebih
lanjut mengenai urgensi kewenangan Wali Nanggroe yang terdapat dalam
Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali
Nanggroe telah sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh
sekarang ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan

difokuskan dalam kajian ini adalah:
1. Bagaimanakah urgensi kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun Lembaga
Wali Nangroe?
2. Bagimanakah urgensi kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun Lembaga
Wali Nanggroe ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah?
C. Manfaat dan Tujuan
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Menjelaskan bagaimana urgensi Wali Nanggroe dalam
Qanun No 8 Tahun 2012 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012

3 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 47



Tentang Lembaga Wali Nanggroe apabila ditinjau dari
perspektif Siyasah Dusturiyah
b. Menjelaskan Bagaimana urgensi Wali Nanggroe dalam
Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dan Qanun Nomor 9 tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Lembaga Wali Nanggroe menurut perspektif
Siyasah Dusturiyah
2. Kegunaan Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan
sumbangan pemikiran berupa teori teori dalam kaitannya dengan
penelitian tentang urgensi Lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun
Nomor 8 Tahun 2012 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali
Nanggroe, serta memberikan informasi dan masukan-masukan
kepada pihak-pihak yang membutuhkan. khusunya lembaga atau
instansi pemerintah.
D. Kajian Pustaka
Hasil penelusuran penyusun selama ini, terdapat beberapa penelitian
yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Berikut adalah karya ilmiah
terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:
Pertama, skripsi oleh Said Rachman “Kelembagaan Wali Nanggroe
Perspektif Politik Hukum”. Penelitian ini mengkaji tentang Kelembagaan

Wali Nanggroe melalui Perspektif politik hukum dengan indikator



konfigurasi Politik. Dari Penelitian ini menjunjukkan bahwa konfigurasi
yang terjadi selama pemerintahan GAM adalah Otoriter dengan produk
hukum yang ortodoks/konservatif. Dalam pandangan politik hukum islam
ganun Lembaga wali Nanggroe telah mencoreng kemashlahatan dalam
kategori pemimpin Aceh.*

Kedua, Skripsi oleh Richard Ignatius Samosir “Kedudukan dan
Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Otonomi
Khusus Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam”. Skripsi ini membahas
tentang kedudukan dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe yang merupakan
salah satu dari kekhususan Aceh sebagai Lembaga pemersatu masyarakat
adat di Aceh. Kedudukan dan Kewenangannya dijabarkan dalam Qanun
Nomor 8 Tahun 2012 juncto Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Qanun Nomor 8§ Tahun 2019 Tentang Tentang Lembaga
Wali Nanggroe.®

Ketiga, Muhammad Aris Munandar “Pro Kontra Lembaga Wali
Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Perpecahan Suku di Provinsi
Aceh (Studi Kasus Pada Masyarakat Antar Suku dan Paguyuban Mahasiswa

di Provinsi Aceh)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan lembaga wali

4 Said Rachman, “Kelembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum”, Skripsi, Pada
Program Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).

5 Richard Ignatius Samosir, “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam
Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Provinsi Nnaggroe Aceh Darusalam”, Skripsi, pada program Ilmu Hukum
Universitas Pasundan, (2017).



nanggroe adalah suatu konsep baru yang dapat mempersatukan suku-suku
di Aceh, namun Lembaga ini juga berpotensi menimbulkan konflik karena
kewenangan Lembaga tersebut melampaui apa yang telah diamanahkan
oleh UUPA dan menjadikan Malik Mahmud al-Haytar menjadi wali
nanggroe dengan asumsi dalam masyarakat hanyalah keinginan kelompok
dominan yang berkuasa.®

Keempat, Tesis Sufriadi “Wali Nanggroe dalam Konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Sebuah Gagasan Untuk Mewujudkan
Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam). Hasil dari
penelitian ini menunjukkan dalam proses pembentukan qanun wali
nanggroe terjadi perdebatan anatara pihak eksekutif dan legislatif karena
sejak awal apa yang diinginkan GAM saat perundingan Helsinki dan wali
nanggroe dalam UUPA berbeda. Wali Nanggroe dalam konteks sekarang
mengambil semangat dari wali nanggroe pada masa lalu. Wali Nanggroe
pada masa sekarang merupakan institusi yang mencerminkan
kepemimpinan kebudayaan di Aceh.’

Dari empat kajian pustaka di atas, perbedaan keempatnya terhadap

penelitian skripsi ini adalah belum ada dari keempat kajian diatas yang

¢ M. Aris Munandar, “Pro dan Kontra Lembaga Wali Nnaggroe dan Potensinya terhadap
Konflik Perpecahan Suku di Provinsi Aceh (Studi Kasus pada Masyarakat Antar Suku dan
Paguyuban Mahasiswa di Provinsi Aceh), Skripsi, pada program Ilmu Politik Universitas Syiah
Kuala, (2013).

7 Sufriadi, “Wali Nanggroe dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sebuah
Gagasan Untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam)”
Tesis, Pada program Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Indonesia,
(2012).



mengangkat mengenai urgensi dari lembaga Wali Nanggroe dan
mengkajinya melalui siyasah dusturiyah
E. Kerangka Teoritik
1. Siyasah Dusturiyah
Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu objek kajian dari
Figh Siyasah yang mengatur mengenai hubungan antara warga
negara dengan Lembaga negara dan warga negara dengan Lembaga
negara yang lain dalam batas batas adinistratif suatu negara. Abu
A’la al-Maududi menuliskan pertanyaan pertanyaan dasar tentang
siyasah dusturiyah yang dapat menjadi objek kajian siyasah
dusturiyah:

“What is the basic theory of state? What is the authority of
its legislation/ what are the guiding principle of the state?
What are the qualificatiosn the ruler of the state? What are
the objectives of Islamic state? in whom does souveregnity
reside, and what are the different organ of the state? What
is the mode of distribution of power between the different
organ of the state? Viz the legislature, the executive, and
Judiciary. What are conditions of the citizenship what are
the rights and duties of muslism citizens? What are the
rights and duties of nonmuslim citizens (dzimmis)?’®

Secara bahasa siyasah berasal dari kata 4w L - (s son - L 0
(sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan

memerintah  atau  pemerintahan, politik dan pembuatan

8 Sayyid Abul A’la al-Maududi, The Islamic Law and Constitution, translated and edited by
Khursyid Ahmad MA. LLB., (Pakistan: Islamic Publication Ltd. 13-E- Shah Alam Market, 1967), him.
58.



kebijaksanaan. Oleh sebab itu Siyasah artinya mengatur, mengurus
dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk
menjapai sebuah tujuan. Definisi lain menurut Ibn al-Qayim yang
dinukilkan nya dari Ibn ‘Aqil menyatakan bahwa siyasah adalah
perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemashlahatan
dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul menetapkannya dan
Allah tidak mewahyukannya®

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang
awalnya memiliki arti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam
bidang politik maupun keagamaan. Setalah mengalami penyerapan
ke dalam bahasa Arab kata dusturiyah artinya berkembang menjadi
asas dasar atau pembinaan. Maka dusturiyah adalah suatu norma
aturan perundang-undangan yang mendasar schingga dijadikan
landasan utama yang menjadi rujuakan semua tata aturan dalam
bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at.!® Dalam
penyusunan skripsi ini penulis menggunakan Siyasah Dusturiyah
sebagai teori utama dalam melakukan analisa.

2. Pembatasan Kekuasaan
Salah satu teori pendukung yang digunakan dalam penysusan

skrip ini adalah teori Pembatasan Kekuasaan. John Locke lewat teori

° ). Suyuthi Pulungan, Figih Siasah: ajaran, sejarah dan pemikiran, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1999), him. 22-24.

0 Muhammad lIgbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (lakarta:
Prenadamedia Group, 2014), him. 154.
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division of powers membagi kekuasaan negara dalam 3 fungsi, yaitu:
fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif. Mengikuti
jalan pemikiran John Locke, Montesquieu dengan teori separation
of powers mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya
absolutisme dan penyalahgunaan kekuasaan maka kekuasaan negara
harus dipisahkan secara tegas dalam 3 cabang yang terdiri dari: (i)
kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang. (ii)
kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan (iii) kekuasaan yang
mengadili atau menghakimi. Teori inilah disebut dengan Trias
Politika.!!

Seperti yang dijelaskan diatas, maka salah salah satu ciri
sebuah negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dan
penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie,
istilah-istilah seperti division of powers, separation of powers dan
istilah-istilah lain sebenarnya memiliki pengertian yang sama
tergantung konteks pengertian yang dianut. Contohnya seperti di
Amerika kedua istilah tersebut sama-sama digunakan, hanya saja -
division of powers digunakan dalam konteks pembagian antara
negara federal dan dan negara bagian. Maka dalam konteks

kenegaraan Indoensia sekarang ini menganut Separation of Powers

! King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm.
152.
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berdasarkan prinsip check and balances walaupun Trias politica ini
tidak sama dengan pengertian Trias Politika Montesquieu.’?
Menurut Cornelis van Vollenhoven pemerintah dalam arti
luas dapat dibagi dalam 4 fungsi yang biasa disebut dengan catur
praja, yaitu:
1) bestuur yang identik dengan pemerintahan eksekutif
2) politie fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat
dan peri bernegara
3) rechtspraak yaitu fungsi mengadili
4) regelling yaitu fungsi membuat aturan
fungsi bestuur dalam dalam pengertian C. van Vollenhoven
berbeda dengan eksekutif menurt Montesquieu. Menurut C. van
Vollenhoven dalam negara modern tugas bestuur lebih luas tidak
hanya menjalankan undang-undang saja tetapi meliputi semua tugas
dalam penyelenggaraan kepentingan umum dan tidak termasuk
kedalamnya tugas mempertahankan ketertiban hukum secara
preventif, mengadili atau membuat aturan. Oleh C. van Vollenhoven
sifat bestuur itu dinyatakan sebagai suatu aktivitas pemerintahan
yang bebas dan secara spontan. Artinya fungsi tersebut tidak

menuntut adanya suatu aturan hukum sebagai wewenang untuk

12 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, (Jakarta: Sekretariat
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), him. 24-25.
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menjalankan fungsinya jika keadaan menuntut segara untuk
melaksanakan tugasnya. '
3. Desentralisasi Asimetris

Teori pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian
ini adalah desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah
pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan
kepada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap
sebagai suatu alternatif untuk menyelesaikan suatu perkara antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga
eksistensi daerah NKRI. Inti dari desentralissi asimetris adalah
terbukanya ruang gerak implementasi dan kreatifitas provinsi dalam
pelaksanaan pemerintahaan daerah diluar ketentuan umum dan
khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, ataupun peraturan perundang-
undangan lainnya,

Dalam konteks hukum pemerintahaan daerah, desentralisasi
asimetris merupakan kontra konsep dari desemtralisasi simetris
yang berlaku di 29 daerah provinsi di Indonesia. Konsep

desentrasisasi simetris menekankan pelimpahan kewenangan yang

13 La Ode Husen, Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, (Makasar: CV.
Social Politic Genius, 2019), him. 79.
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menajadi kewenangan pemerintahan daerah kepada keseluruh
daerah dalam negara secara uniformistik. '

Paradigma uniformitas dalam desentralisasi simetris ini
menafikan fakta keberagaman yang ada dalam masyarakat serta
kepentingan nasional. Ide penyebaran kekuasaan lewat
desentralisasi ini dilaksanakan secara seragam untuk semua daerah
tanpa mempertimbangkan keunikan dan kekhususan yang ada di
masing masing daerah.

Melalui desentralisasi asimetris wilayah-wilayah tertentu
disuatu negara diberikan kewenangan khusus yang tidak dimiliki
oleh daerah lain, kebijakan ini diyakini dapat menjadi salah solusi
untuk negara negara yang mengalami masalah separatis. Tentu hal
ini hal ini harus dikombinasikan dengan upaya-upaya lain yang
tepat. Kebijakan desentralisasi asimetris dan otomoni khusus di
Aceh menurut Jacques Bertrand perlu dilengkapi dengan human
security approach yang sebenarnya telah terakomodasi dalam butir
butir MoU Helsinki. Melalui pendekatan ini diharapkan akan
memperbaiki hubungan pusat dan Aceh. Disamping itu pendekatan
desentralisasi ini kemungkinan besar akan mengakomodasi

heterogenitas sosial politik dan budaya serta mengatasi ketimpangan

4 Gunawan A. Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal, Vol. 1:4 (November 2018), him.
415.
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di tingkat lokal suatu negara. Paling tidak terdpat dua manfaat yang
dapat diperoleh dari desentralisasi ini'’:

1) Sebagai solusi terhadap kemungkinan terjadinya konflik
etnis, atau konflik-konflik fisik lainnya. Seperti Hong Kong
dan China, dimana Hong Kong merupakan bagian dari
kedaulatan China namun Hong Kong diberikan sejumlsh
kewenangan penting dalam bidang politik, hukum dan
ekonomi.

2) Sebagai respons demokratis dan damai terhadap
keluhan/masalah kaum minoritas yang selama ini haknya
dilanggar atau tidak diperhatikan, misalnya sebagaimana
yang tercantum dalam CSCE Copenhagen Document tahun
1990
Namun perlu ditegaskan bahwa baik desentralisasi asimetris

atau otonomi khusus berpotensi untuk menimbulkan masalah.
Sumber permasalahan yang terutama adalah apabila baik
pemerintah nasional maupun masyarakatnya sama sama tidak
memahami apa saja yang seharusnya menjadi isi otonomi tersebut
dalam kaitannya dengan upaya bersama memecahkan permasalahan
nasional. Keadaan dapat menjadi lebih buruk apabila timbul
kecemburuan sosial dari wilayah-wilayah lain yang memandang

desentralisasi/otonomi khusus itu identik dengan pilih kasih yang

15 Ni’'matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Daerah Istimewa, Daerah
Khusus dan Otonomi Khusus, (Bandung: Nusa Media, 2014), him. 62-64.
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dilakukan oleh pemerintah pusat, apabila pemberlakuan
desentralisasi tersebut menambah beban wilayah-wilayah lain.'¢
F. Model Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian dalam penyusunan dalam skripsi ini adalah
penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang
memanfaatkan literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, majalah,
maupun sumber sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik yaitu data yang
diperoleh disusun dan dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa dengan
teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan.
3. Metode Penelitian
Penelitian menggunakan prosedur atau metode penalaran
deduktif. Penalaran deduktif adalah penararikan kesimpulan dari
pengimplementasian sesuatu yang bersifat umum kemudian
dikaitkan dengan aspek-aspek yang bersifat khusus.
4. Pengumpulan data
Dalam pengumpulan data primer berupa peraturan
perundang undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Provinsi Aceh, Qanun Nomor 8§ Tahun 2012

dan 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun

18 Ibid., him.65.
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2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Sedangkan data sekunder
berupa buku, jurnal, Majalah dan dokumen lainnya yang berkaitan
dengan penelitian ini.
5. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian yang

dilakukan dengancara meneliti bahan kepustakaan atau data

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan
penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti'’

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menggambarkan secara umum dan
mempermudah memahami penelitian ini secara sistematis, maka dalam
penyusunannya skripsi ini akan dibagai ke dalam lima bab dan melalui tiga
tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari tiga tahapan tersebut terdiri
dari beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan, menjelaskan latar belakang
permasalahan, menegaskan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika
pembahasan.

Bab Kedua, mengenai landasan teori yang berisi konsep tentang

siyasah dusturiyah, cakupan permasalahan dalam siyasah dusturiyah,

17 Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), (Jakarta: Rajawali Press, 2001), him. 13-14.
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sumber hukum dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan siyasah
dusturiyah.

Bab ketiga, pada bab ini penyusun akan mendeskripsikan gambaran
umum mengenai konstruksi Wali Nanggroe dalam sejarah Aceh, Wali
Nanggroe sebagai sebuha konsekuensi, ketentuan-ketentuan Wali Nanggroe
dalam UUPA dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe, beserta penjabaran
mengenai urgensinya.

Bab  keempat, pada bab ini penyusun akan menganalisa
permasalahan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian
ini. Analisa bagaimana Urgensi kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun
Lembaga Wali Nanggroe menurut siyasah dusturiyah.

Bab kelima penutup, dalam bab ini penulis kan menarik kesimpulan
berdasarkan hasil analisis yang menjawab pokok permasalahan. Selain itu

diutarakan saran saran yang berkaitan dengan pokok bahasan.



BAB YV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, dimana tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana
urgensi lembaga Wali Nanggroe apabila ditinjau dari perspektif siyasah
dusturiyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wali Nanggroe sebagai lembaga independen atau The Fourth Branch
dibentuk karena urgensi untuk hal-hal tertentu yang tidak dapat diwadahi
oleh lembaga pemerintah atau lembaga politik lain, fungsinya pun bisa
berganda atau dapat memegang beberapa fungsi sekaligus. Wali Nanggroe
yang bertanggung jawab dalam bidang adat istiadat juga memiliki fungsi
legislatif dan yudikatif. Apabila dikaitakan dengan urgensitas terhadap
kewenangan yang dimilikinya maka urgensitas yang dimiliki Wali
Nanggroe adalah (1) Mempersatukan rakyat Aceh yang terkenal majemuk
untuk menghindari ketimpangan antara suku minoritas dan mayoritas
sehingga dapat menjadi lembaga alternatif dalam menyelesaikan masalah
yang terjadi baik dalam lingkungan masyarakat maupun lembaga-lembaga
pemerintah. (2) Membina dan mengawasi pemerintah Aceh, Wali Nanggroe
sebagai representasi dari rakyat Aceh dapat memberi masukan, dan
pertimbangan dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh mengenai
hal hal yang berkenaan dengan kepentingan rakyat Aceh tanpa ada unsur

unsur politis. (3) Melakukan kerja sama dengan badan/lembaga dalam
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maupun luar negeri, hal ini diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga
khazanah Aceh dengan cara bernegosiasi langsung dengan pihak asing
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh.

Islam tidak menetapkan suatu negara harus menerapkan sistem tertentu bagi
alat negaranya, baik dalam hal pembagian dan pemisahan kekuasaan,
maupun penyeimbang diantara keduanya. Selama memungkinkan
penerapan tujuan-tujuan negara Islam, seperti mewujudkan keadilan dan
menjauhi kesewenang-wenangan, maka dapat diambil manfaat darinya.
Sekalipun tidak dikenal dahulunya. Dalam hal ini Wali Nanggroe tentu
memiliki urgensitasnya untuk memperkuat fungsi yudikatif, legislatif
maupun eksekutif dan kehadirannya menjadi suatu keniscayaan. Namun
yang menjadi masalah adalah dalam pembentukannya masih belum sesuai
dengan keinginan rakyat Aceh yang sebenarnya dan belum memenuhi
prinsip atau asas dalam Islam. Sehingga, kehadirannya memicu gejolak di
dalam masyarakat serta pemerintahan. Masalah lainnya lagi adalah ketika
Wali  Nanggroe tidak dapat mengimplementasikan tugas dan
kewenangannya secara maksimal dan menyebabkan pertanyaan-pertanyaan
mengenai kepentingan kehadiran dari lembaga ini. Oleh karena itu
kewenangannya dalam Qanun sudah sesuai memenuhi urgensitasnya
menurut siyasah dusturiyah namun dalam hal implementasi masih belum

suai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam siyasah dusturiyah
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B. Saran-saran

1.

Seorang Wali Nanggroe harus melepaskan jubah politiknya dan
segala kepentingannya dimasa lalu untuk kepentingan rakyat Aceh.
Mengakomodir suara-suara kontroversi dalam masyarakat agar
tidak terjadi konflik disintegrasi antar suku yang ada di Aceh. Hanya
demikian Wali Nanggroe keberadaan Wali Nanggroe akan semakin
terlihat dalam masyarakat.

Qanun mengenai lembaga Wali Nanggroe harus ditinjau dan direvisi
kembali terhadap pasal-pasal yang masih menjadi kontroversi.
Termasuk dalam hal susunan kelembagaannya agar lembaga ini
menjadi lebih efektif. Hendaknya dalam merevisi kembali harus
benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip seperti mashlahat dalam

pembentukan sebuah kebijakan.
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